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Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan
Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Manna sesuai dengan sesuai
dengan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Manna tentang
Pembentukan Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan
Negeri Manna Kelas Il Tahun 2020-2024.

Isi dari Reviu Renstra ini menguraikan tentang tujuan yang telah
disinkronkan dengan indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran dengan target
yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2020 s/d Tahun 2024. Rencana
Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2013 dan Jajaran Peradilan
dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam
Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/ Lembaga (RPJM).

Dengan tersusunnya Reviu Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan
transparansi dan akuntabilitas kinerja diLingkungan Pengadilan Negeri Manna Kelas
Il dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen
Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020- 2024 yang lebih akuntabel.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
membantu memberikan saran dan masukan dalam penyusunan Reviu Renstra ini.
Semoga Reviu Renstra ini bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang
agung.

a 4 Januari 2023
F(etua Peﬁgadilan Negeri Manna

7 t"v:_r
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PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Mahkamah Agung R| sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan
kehakiman, Mahkamah Agung RI dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan
yang merdeka dan bebas dari campur tangan pemerintah, melalui upaya-upaya
pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen organisasinya secara
terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk
meningkatkan kinerja seluruh aparatur peradilan dalam rangka mewujudkan good
governance. Penyelenggaraan good governance di sini mencakup dua sisi, yakni
sisi lembaga yudikatif (Mahkamah Agung Rl sebagai Lembaga Tinggi Negara) dan
sisi eksekutif (Sekretaris Mahkamah Agung RI) sebagai unsur eksekutif. Kedua sisi
tersebut harus dipertanggungjawabkan secara publik guna menjamin kelestarian
kehidupan negara. Dalam rangka itu, diperiukan pengembangan dan penerapan
sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih, bertanggung
jawab, dan bebas dari praktik KKN. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan
asas akuntabilitas yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden
tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara
negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam
pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan
perencanaan strategis (strategic planning) yang ditetapkan. Dalam rangka
perwujudan pertanggungjawaban tersebut, setiap instansi pemerintah secara
periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis
organisasi kepada stakeholders, yang Rencana Strategis 2020-2024 dituangkan
melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjiP). Berdasarkan Sistem
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan LKjIP dilakukan melalui
proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja dan pengukuran
kinerja.
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Pengadilan Negeri Manna berkewajiban melaporkan kinerjanya yang
merupakan pertanggung jawaban sebagaimana Instruksi Presiden tersebut di atas.
Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi
senhantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara
jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Manna. Rencana
Strategis, memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara
mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program,
serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja
kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan
kinerja tahunan yang menjabarkan kegiatan dan indicator kinerja berdasarkan
program, kebijakan dan sasafan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis,
penyusunan rencana kinerja tahunan (Dokumen RKT) dilakukan setiap tahun seiring
dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Kondisi umum Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya dipotret
berdasarkan kerangka (framework) adalah menuju “Pengadilan yang ldeal” yang
memiliki tujuan area/ bidang, yaitu :

Area Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan.

Area Kebijakan Peradilan.

Area Sumber Daya Manusia, Material Dan Keuangan.

Area Proses Peradilan/ Pengadilan.

Area Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan.
Area Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan.

5 [ A P W

Area Kepercayaan Publik.

Perubahan kondisi menuntut kemampuan organisasi dalam menangkap
fenomena perubahan, menganalisis dampaknya, dan menyiapkan langkah-langkah
guna menghadapi perubahan. Organisasi yang tidak siap menerima dan
menyesuaikan diri dengan perubahan akan menghadapi masalah, bahkan tidak
akan bisa bertahan lama. Perubahan kondisi juga akan dihadapi oleh badan
peradilan termasuk didalamnya Pengadilan Negeri Manna. Banyak permasalahan
timbul akibat adanya perubahan kondisi yang harus dihadapi oleh Pengadilan
Negeri Manna. Permasalahan tersebut mulai dari permasalahan manajemen dan
kepemimpinan, proses peradilan, pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan dan
aset, kepuasan jasa pengadilan, keterjangkauan jasa pengadilan sampai dengan
ketidakpercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.
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Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi
peran Pengadilan Negeri Manna dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya,
dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri
Manna, merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik
Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tahun 2020
merupakan awal tahun dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Manna
tahun 2020-2024 yang merupakan Rencana Strategis ke-3 setelah kurun wakitu
2015-2019. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Manna tahun 2020-
2021 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi,
Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi selama 1-5 tahun secara sistematis, terarah, dan terpadu.
Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang,
ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategis disusun suatu visi, tujuan,
sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi
Pengaditan Negeri Manna dengan mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana.
Rencana Strategis (renstra) ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian
diuraikan ke dalam rencana tindakan. Renstra ini kelak didukung dengan anggaran
yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten,
ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan
Pengadilan Negeri Manna, baik lingkungan internal maupun external sebagai
variable strategis. Penyelenggaraan penegakan hukum (supremasi Hukum) kepada
masyarakat merupakan salah satu program utama dari pengadilan di seluruh
Indonesia termasuk pula Pengadilan Negeri Manna sebagai salah satu lembaga
hukum yang berfungsi untuk menerima, mengadili dan memutus perkara pada
tingkat pertama. Penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu dan lengkap
sebagai bahan keterbukaan informasi kepada publik sebagai bentuk
pertanggungjawaban akuntabilitas.

Dalam menyelenggarakan administrasi pengadilan, Pengadilan Negeri
Manna berjumlah 34 orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera,
Sekretaris, dan pegawai serta PPNPN dengan rincian, sebagai berikut:

Ketua . 1 orang.
Wakil Ketua © - orang.
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Hakim 7 orang.

Panitera : 1 orang.
Sekretaris . 1orang.
Panitera Muda . 2orang.
Kepala Sub Bag . 2orang.
Panitera Pengganti . 2orang.
Jurusita . 1 orang.
Staf : 9orang.
PPNPN . 7 orang.

1.2 Potensi dan Permasalahan

A. Kekuatan (Strength);

Kekuatan Pengadilan Negeri Manna Kelas || mencakup hal-hal yang
memang sudah diatur dalam peraturan/ perundang-undangan sampai dengan hal-
hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Adanya Undang-Undang/ Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan
Negeri Manna selaku pemegang kekuasaan Kehakiman pada Pengadilan
Tingkat I.

2. Memiliki rencana vyang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang
dituangkan dalam dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan.

3. Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Manna
telah diterapkan dengan baik.

4. Pemberian layanan kepada masyarakat pengguna layanan peradilan
berbasis elektronik. seperti, Aplikasi E-Court, Eraterang, dan E Berpadu.

5. Pengadilan Negeri Manna merupakan unsur Forkompimda dan memiliki
hubungan baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

6. Pengadilan Negeri Manna bertekad untuk menjadi peradilan yang bersih,
berwibawa, terhormat dan dihormati.

7. Pengadilan Negeri Manna berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan
peradilan yang lebih dinamis dan proaktif.

8. Putusan Pengadilan Negeri Manna sudah dapat diunduh/ diakses cepat oleh
masyarakat.

9. Proses perkara di Pengadilan Negeri Manna sudah dapat dipantau dan diakses
oleh masyarakat.
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10. Reward dan punishment bagi aparatur Pengadilan Negeri Manna telah

diterapkan secara berkala.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Manna dirinci dalam

beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan.

Perkara-perkara yang memerlukan panggilan/ pemberitahuan delegasi dalam
pelaksanaannya, masih terdapat kendala, dalam hal koordinasi antara
koordinasi delegasi Pengadilan Negeri Manna dengan pengadilan negeri
lainnya.

Akses jaringan Internet yang terkadang menjadi tidak stabil, dikarenakan faktor
cuaca, sehingga dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

Kekosongan jabatan pada Kepaniteraan Muda Pidana dan Sub Bagian
Perencanaan, Teknologi Informasi, dan pelaporan mengakibatkan adanya
pegawai yang harus rangkap jabatan, sehingga mengganggu kelancaran
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Rekrutmen PNS vyang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan
kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Manna.

Jumlah SDM yang berstatus ASN belum memadai dengan tupoksi dan beban
kerja pada Pengadilan Negeri Manna.

Pada Pengadilan Negeri Manna belum terdapat Tenaga Tl yang berstatus PNS

3. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.

Penginputan data pada aplikasi SIPP yang relatif belum tertib, sehingga
mempengaruhi nilai capaian kinerja.

4. Aspek Sarana dan Prasarana.

Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Manna dari pusat belum sesuai
dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

Pengelolaan asset belum tersusun rapi.

Rasa memiliki terhadap aset inventaris kantor yang kurang, sehingga
perawatan menjadi kurang maksimal.
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5. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

- Monitoring, evaluasi, dan tindaklanjut terhadap kinerja para personil secara
berjenjang dalam lingkup Pengadilan Negeri Manna sudah berjalan, namun
belum maksimal diterapkan.

C. Peluang (Opportunities).

Berikut adalah peluang- peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Manna
Kelas Il untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:
1. Aspek Proses Peradilan.

- Adanya layanan yang berbasis teknologi informasi, sehingga memberikan
kemudahan dan biaya yang relatif murah kepada masyarakat pengguna
layanan seperti penerapan Aplikasi e-Court, Eraterang, dan E Berpadu untuk
pengurusan surat keterangan.

- Adanya website Pengadilan Negeri Manna (http//www.pn-manna.go.id) yang
memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

- Adanya tunjangan kKinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan
kinerja.

- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan
Tinggi Bengkulu maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia.

- Penerapan analisa beban kerja dan jabatan untuk memudahkan dalam
memetakan jumiah kebutuhan dan penempatan personil sesuai tupoksi.

3. Aspek Tertib administrasi dan Manajemen Peradilan.

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan-pengadilan diwilayah

hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.
4. Aspek Sarana dan Prasarana.

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Manna

berupa SIPP dan Website Pengadiian Negeri Manna.
5. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan secara berkala baik untuk
internal maupun eksternal ke pengaditan negeri sewilayah hukum Pengadilan
Tinggi Bengkulu.

PENGADILAN NEGERI MANNA | Rencana Strategis Tahun 2020 - Zozzm



D. Tantangan yang dihadapi (Threats).

Tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Manna yang dihadapi dan harus
dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagai mana yang
diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan.
- Adanya intervensi dari pihak luar terhadap proses peradilan.
- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum
sepenuhnya terakomudir dengan kebutuhan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
- Personil di Pengadilan Negeri Manna belum seluruhnya dapat memahami visi
dan misi Pengadilan Negeri Manna.
- Nilai utama ASN, yaitu BerAKHLAK belum seluruhnya dapat dipahami dan
dijalankan oleh seluruh hakim dan aparatur pengadilan.
3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.
- Kepatuhan dan ketertiban dalam penggunaan aplikasi yang ada di Pengadilan
Negeri Manna, seperti SIPP dan Simonalisa Kurang maksimal.
- Kekurangan personil, sehingga dalam hal peiaksanaan tertib administrasi dan
manajemen peradilan butuh tenaga ekstra.
4. Aspek Sarana danPrasarana.
- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana
belum sesuai dengan kebutuhan.
5. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
- Sistem Reward and Punishment sudah diterapkan untuk mengontrol kinerja
aparat peradilan, namun masih perlu untuk maksimalkan lagi
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BAB Il
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Manna Tahun 2020-2024 merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang
terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan
pengkajian, pengelolaan terhadap system kebijakan dan peraturan perundangan-
undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Manna diselaraskan dengan
arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana
pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025, sebagai pedoman dan pengendalian
kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi
dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi Pengadilan Negeri Manna mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI
adalah sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG”

Visi Pengadilan Negeri Manna tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk
pada Visi Mahkamah Agung RI, dimana dengan mensinergikan Visi ini, akan
semakin mempercepat pencapaian rencana jangka panjang Mahkamah Agung RI
kedepan.

Misi Pengadilan Negeri Manna dirumuskan dalam upaya mencapai visinya,
mewujudkan ‘“PENGADILAN NEGERI MANNA YANG AGUNG”, seperti diuraikan
sebelumnya, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yaitu menerima, memeriksa
dan memutus suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila dan UUD 1945 dengan
didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Misi Pengadilan Negeri Manna, sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Manna.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Manna.
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4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Manna.

Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Manna

melaksanakan program yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung tentang
Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 — 2035.

Dalam usaha mewujudkan Supremasi Hukum tersebut, Ada 10 Karakier

untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung, vaitu:

i
2.

10.

Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.
Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang
dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang
jelas dan terukur.
Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat,
tepat waktu, biaya ringan, propersional, dan adil.
Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan
kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan
peradilan.
Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan
kriteria  obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas
dan profesional.
Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan vyang
efektif
Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan
transparansi;
Berbasis teknologi informasi (T} terpadu untuk mewujudkan peradilan yang
modern.

Dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program

prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Umum vyaitu:

1.

2
B
4

Penyelesaian Perkara yang tepat waktu.

Manajemen SDM yang ferencana dan terlaksana dengan baik.

Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik.

Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung
pengadilan.
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Pelayanan Publik yang prima.

Mengusahakan Implementasi outomatisasi Pola Bindalmin dengan
mengadakan Sistem Aplikasi Telusur Perkara (CTS) atau Sistem
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

“Justice For All’ yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan
Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Pengawasan.

Kedelapan program tersebut harus diapliksikan dalam pelaksanaan

tugas sehari-hari di Pengadilan Negeri Manna.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis.

a. Tujuan Strategis.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada

pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Manna.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Manna yang

diselaraskan dengan tujuan Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

a.
b.
&

Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Terwujudnya peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara..
Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan.
Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Tujuan-tujuan tersebut, kemudian di wujudkan dalam tujuan strategis

Pengadilan Negeri Manna, sebagai berikut:

i

o

Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui
proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui
pemanfaatan Teknologi Informasi;

Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan;

Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadiian.

. Sasaran Strategis.
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Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu
yangakan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun
2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan
Negeri Manna adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai
Pengadilan Negeri Manna dalam Tahun 2020-2024 dan diperinci menjadi:
Peningkatan jumlah Penyelesaian Perkara.

Peningkatan Jumlah Penyelesaian Upaya Mediasi.

Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara.
Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan.
Peningkatan pelayanan bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

2 @ g B

Pelaksanaan Sidang Keliling Unfuk memberikan akses Kepada masyarakat
terhadap keadilan

~

Peningkatan kualitas pengawasan.

Peningkatan kualitas SDM.

Prosentase Pencapaian Penyelenggaraan Operasional Perkantoran;
10. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja.

¢. Program dan Kegiatan

Sasaran strategis merupakan hal yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri
Manna untuk mewujudkan visi dan misi, sehingga Pengadilan Negeri Manna
membuat usulan program yang dilaksanakan, program tersebut adalah:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung

Program ini bertujuan Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis

Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan dengan melaksanakan Kegiatan
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Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi,
sedangkan sasaran yang ingin di capai dari kegiatan tersebut adalah
a. Peningkatan kualitas SDM.

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Pengadilan Negeri Manna
sangat diperlukan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
maksimal guna menumbuhkan kepercayaan kepada aparatur Pengadilan Negeri
dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Adapun indikator kinerja utama
dalam
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat diukur dengan pencapaian
sebagai berikut:

Persentase Pegawai Yang dibina melalui Diklat di Tempat kerja.

1

Persentase hakim dan pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial.

Persentase pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial.

b. Persentase Pencapaian Penyelenggaraan Operasional Perkantoran
Pencapaian Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Pengadilan Negeri

Manna dapat diukur dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :

- Persentase Rencana Kinerja DIPA-RKA-KL

- Persentase Kualitas LK sesuai SAP

- Persentase Penyerapan anggaran

- Persentase Peningkatan PNBP.

- Persentase Pembayaran Gaji dan Remunerasi Tepat Waktu.

- Persentase Kearsipan keuangan.

- Persentase Pengelolaan administrasi Persuratan Bagian Umum.

- Persentase Pengelolaan Bagian Kepegawaian.

- Persentase peningkatan pelayanan publik.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Negeri Manna
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana guna mendukung
pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama
didalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan Sarana dan prasarana baik
yang berkaitan langsung dengan fungsi pengadilan, maupun untuk kebutuhan
aparatur pengadilan Negeri dalam menjalankan dan melaksanakan amanat Undang-

PENGADILAN NEGERI MANNA | Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024



Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentan kekuasaan Kehakiman, umumnya dan
Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009
tentang peradiian Umum. Program ini bertujuan Tersedianya Sarana dan Prasarana
Aparatur pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan Dibawahnya
dengan melaksanakan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan
Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. Sedangkan sasaran yang ingin di
capai dari kegiatan tersebut adalah Peningkatan sarana dan prasarana untuk
mendukung kinerja. Adapun untuk mengukur pencapaian dari program tersebut
mengacu pada indikator kinerja utama sebagai berikut:

- Persentase peningkatan sarana dan prasarana teknis dan umum untuk

mendukung penyelenggaraan peradilan berbasis Teknologi Informasi

- Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan

persidangan diluar gedung pengadilan.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program ini bertujuan terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana,
tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum dengan
melaksanakan kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum dan penyediaan
dana bantuan hukum di pengadilan negeri, sedangkan sasaran yang ingin di capai
dari kegiatan tersebut adalah
- Peningkatan jumlah Penyelesaian Perkara ;

Adapun untuk mengukur pencapaian dari sasaran tersebut mengacu pada

indikator kinerja utama sebagai berikut:

+ Persentase perkara yang diterima sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

» Persentase penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya, terdiri dari:

presentase perkara yang diputus < 6 bulan dan presentase yang msuk
diputus < 6 bulan.
- Peningkatan Jumlah Penyelesaian Upaya Mediasi.

Adapun untuk mengukur pencapaian dari sasaran tersebut mengacu pada

indikator kinerja utama yaitu Persentase upaya mediasi yang diselesaikan/

berhasi! di damaikan.
- Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara.
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Adapun untuk mengukur pencapaian dari sasaran tersebut mengacu pada
indikator kinerja utama yaitu:
o Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis tepat
waktu.
» Persentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu.
* Persentase pemberitahuan pendaftaran Banding dan Kasasi.
» Persentase berkas yang diajukan banding dan kasasi yang disampaikan
secara lengkap, terdiri dari:
- Persentase penyelesaian berkas perkara banding di bawah 1 bulan.
- Persentase penyelesaian berkas perkara kasasi di bawah 2 bulan.
- Persentase penyelesaian berkas perkara pk untuk perkara pidana di
bawah 30 hari.
- Persentase penyelesaian berkas perkara pk untuk perkara perdata di
bawah 30 hari.
- Persentase putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan
eksekusi yang berhasil dilaksanakan.
» Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat
dan para pihak.
Prosentase penyitaan dan penggeledahan tepat waktu.
Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan.
Adapun untuk mengukur pencapaian dari sasaran tersebut mengacu pada
indikator kinerja utama vyaitu:
* Persentase proses penyelesaian perkara dan putusan perkara yang dapat
dipublikasikan di website PN Manna.
o Persentase ketersediaan Data dan Dokumen Statistik Perkara/Bagian
Hukum.
Peningkatan pelayanan bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
Adapun untuk mengukur pencapaian dari sasaran tersebut mengacu pada
indikator kinerja utama, yaitu persentase tersalurkannya dana bantuan hukum
tepat sasaran.
Peningkatan kualitas pengawasan.
Adapun untuk mengukur pencapaian dari sasaran tersebui mengacupada
indikator kinerja utama, yaitu:
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o Persentase jumlah pengaduan.
¢ Persentase pengaduan yang ditindakianjuti.

+ Persentase temuan yang ditindaklanjuti.

d. Indikator Kinerja Utama.

Pengadilan Negeri Manna telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi.
Mahkamah Agung telah menyeragamkan indikator-indikator sesuai dengan jenis
badan peradilan sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung Indonesia Nomor:
173/SEK/SK/N/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Penetapan Indikator Kinerja
Utama (IKU} Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di
Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun indikator Kinerja Utama
Pengadilan Negeri Manna, sebagai berikut:
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No

KINERJA UTAMA

INDIKATOR
KINER.JA

PENJELASAN

PENANGGUNG
JAWAB

SUMBER
DATA

| Terwujudnya

Peradilan yang
Pasti,
Transparan
dan Akuntabel

a. Persentase
perkara yang
diselesaikan
tepat waktu.

Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu

0,
Jumiah Perkara yang diselesatkan L0

Catatan :

« SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014
Tentang Penyelesaian Perkara di  Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4
(Empat) Lingkungan Peradilan.

s Surat Dirjen Badilum Nornor 486/ Dju / HM. 02.3/ 4/
2021 Tanggal 28 April 202 1 Perihal Pengendalian
Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

* Perkara yang  diselesaikan tepat wakiu
menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian
pada SIPP.

s Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu
adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada
tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014
pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat & {lima)
bulan.

s Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat
waktu adalah 2 {dua) bulan sesuai UU Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana
Korupsi.

+ Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara
yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Panitera

Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan

k. Jumlah
putusan yang
menggunakan
pendekatan
keadilan
restoratif

Jumlah Perkara yang diselesalkan dengan restoratif

L
Perkara yang diajukan untuk restoratif x 100%

Catatan :

* SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor  1692/DJU/SK/PS.00/12/2020  tentang
Pedoman Penerapan Restoratif Justice di
Lingkungan Peraditan Umum,

s Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif
adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan
pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika
melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.

¢ Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah
jumlah  perkara narkotika vyang  diajukan
Penyelesaian pendekatan RJ.

¢. Persentase
Perkara yang
Tidak

Jumiah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hulum Banding .
o

Jumilah Perkara Diselesalkan

Panitera

Laporan
Bulanan
dan
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pihak.

Mengajukan Catatan : Laporan
Upaya Hukum | e Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Tahunan
Banding hukum banding adalah jumlah perkara di tahun
berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum
banding.
s Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara
yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

d. Persentase Panitera Laporan

Perkara Yang Jumiah Perkara Yang Tidak kan upaya Hukum Kasasi X 100% Bulanan
- Jumiah Perkara khusus yang Diselesalkan

Tidak dan
Mengajukan Estatsnie Laporan
E:::::EHUkum ¢ Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya lghupan

hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun herjalan

yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.

¢ Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah

jumlah perkara yang diputus dan diminutasi di

tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama

dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada

perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara

niaga, sengketa pemilu, PHI dan perkara

pemohonan perdata.

e. Persentase Panitera Laporan
Perkara Anak Jumiah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil X 100% Bulanan
yang Jumlah Perkara dlversi dan
Diselesaikan Laporan
dengan Catatan : Tahunan
Diversi e Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil

adalah pidana anak di tahun bherjalan yang diajukan
secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui
penetapan diversi berhasil.

o Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara
pidana anak yang diajukan diversi.

* Peraturan Mahkamah Agung Nomaor 4 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam
sistem peradilan pidana anak.

f. Index Persepsi Panitera Laporan
Pencari " Index Kepuasan Pencari Keadilan Bulanan
Keadilan yang dan
puas terhadap | Catatan : Laporan
layanan » Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Tahunan
peradilan Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelengara Pelayanan Publik;
« Nilai persepsi minimal 3,6 dengan konvensi internal
IKM index harus = 80
.| Peningkatan a. Persentase Panitera Laporan
Efektivitas Salinan Jumilah salinan putusan yang di minutasi Bulanan
Pengelolaan Putusan yang dan dikirim tepat waktu x100% dan
. R 1 Jumlah Putusan
Penyelesaian disampaikan Laporan
Perkara ke Para Pihak | Catatan : Tahunan
tepat waktu o Untuk tingkat pertama disampaikan kepada para
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¢ Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011
tentang Penyampaian Salinan dan Petikan
Putusan.

» Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang
sudah diputus/dikirimkan.

s Surat Dirjen Badilum Nomor
486/DJUMM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021
perihal pengendalian penyelesaian minutasi dan
pemberkasan perkara.

* Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim
tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan
putusan kepada para pihak dengan ketentuan
penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara
pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada
para pihak, sedangkan untuk perkara perdata
pengadilan menyediakan dengan jangka wakiu
yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

e Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang
diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

b. Persentase
Perkara yang
Diselesaikan
Melalui
Mediasi

Jumlah Perkara yang Diselesalkan Melalul Medlas| t

o
Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi X100%

Catatan :

¢ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan.

* Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah
jumlah perkara yang dimediasi berhasil dan
dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan
dengan akfa perdamaian (putusan perdamaian).
mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah
dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada
hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai
mediasi berhasil.

* Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah
perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun
herjalan.

Panitera

Laporan
Tahunan

.| Meningkatnya
Akses
Peradilan bagi
Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

a. Persentase
Perkara
Prodeo yang
Diselesaikan

Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo Hioogy

Catatan :

e PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman
pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak
mampu di pengadifan.

* Definisi prodeo sesuai PERMA Nomor 1 Tahun
2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum
bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan adalah
pembebasan biaya perkara.

» Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses
penyelesaian prodeo.

Panitera

Laporan
Bulanan
dan

Laporan
Tahunan

b. Persentase
Perkara yang

Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar X 100%

Panitera

Laporan
Bulanan
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Catatan :

Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan
adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan

non excutable harus dianggap  sebagai
pelaksanaan eksekusi.
Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah

permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun
berjalan.

BHT : Berkekuatan Hukurn Tetap

Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan
eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang
sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan
eksekusi,

Jumlah  putusan  perkara perdata yang
ditindakfanjuti (dieksekusi) adalah permohonan
eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning,
sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

Diselesaikan Gedung Pengadilan dan
di Lur T e Laporan
Gedung Tahunan
Pengadilan Catatan :
» PERMA Nemor 1 Tahun 2014 tentang pedoman
pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak
mampu di pengadilan.
* Diluar gedung pengadilan adalah Perkara yang
diselesaikan diluar gedung pengadilan (zetting
plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung
lainnya)
¢. Persentase Panitera Laporan
Pencari Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Bulanan
oadn |HendspLaym aren s st X 100% dan
Golongan Laporan
Tertentu yang Eiatsme Tahunan
T;r;izaat + PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman
pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak
Elantuan mampu di pengadilan.
(thoksubn;kum) e Golengan tertentu adalah setiap orang atau
kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi
dan atau fidak memiliki akses pada informasi
konsultasi hukum yang memerlukan layanan
hukum.
« Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari
keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.
| Meningkatnya | Persentase Panitera Laporan
Kepatuhan Putusan Perkara Jumlah eksekusi yang telah selesa Bulanan
T P‘,erdata yan‘g . Jumlah :e“rar:::gzi;ineksekusi xome dan
Putusan Ditindak lanjuti Laporan
Pengadilan (Dieksekusi) Tahunan
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BAB I
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam

RPJMN tahun 2020- 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, maka Mahkamah Agung

menetapkan sasaran strategis, sebagai berikut;

1.

2.
i)
4

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Peningkatan efekiivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan

sebagai berikut:

© oo N o0k WM

— b b
Moo= O

13.

14.
is.

Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu.

Pembatasan perkara kasasi.

Proses berperkara yang sederhana dan murah.

Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum).
Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum.
Penyempurnaan penerapan sistem kamar.

Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif.

Hak uji materiil.

Penguatan lembaga eksekusi.

Keberlanjutan e-Court;

SPPT Tl

Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan
Peradilan;

Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung
yang

berkualitas;

Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal,

Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.
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3.2 Arah Kebijakan dan Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam mewujudkan visi ‘Terwujudnya

Pengadilan Tinggi Bengkulu Yang Agung” menetapkan 2 (dua) sasaran, yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Masing—masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan, sebagai
berikut:

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan

akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan
dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Peningkatan fransparansi peradilan dan publikasi perkara melalui aplikasi SIPP
(Sistem Informasi Penelusuran Perkara), peningkatan pengelolaan website
Pengadilan Tinggi Bengkulu dan peningkatan pelayanan meja informasi di
pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman
Pelayanan Infromasi Pengadilan.

b. Penguatan produkfifitas penyelsaian perkara dengan mereviu SOP Penyelsaian
Perkara di Pengadilan Tinggi Bengkuiu.

c. Peningkatan sumber daya Hakim dalam hal hukum formil dan maretil untuk
meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh Hakim agar dapat memenuhi
rasa
keadilan masyarakat pencari keadilan.

d. Peningkatan fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan untuk
mengembalikan kepercayaan publik pada pengadilan dengan mengacu pada
Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor
02/PB/MA/IX/2012/02/PB/PK/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik
dan Pedoman Prilaku Hakimn serta Kepuiusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor 076/KMA/SKNI/2019 tentang petunjuk Pelaksanaan Penanganan
Pengaduan di Lingkungan Peradilan;

e. Peningkatan pelayanan publik melalui Program Akreditasi Penjaminan Mutu
Badan
Peradilan Umum. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan
Indonesia yang unggul. Adapun kriteria penilaian meliputi 7 (tujuh) Area, yaitu:
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- Kepemimpinan (Leadership).

- Perencanaan Strategis (Strategic Planing).

- Fokus Pelanggan (Customer Focus).

- Manajemen Sumber Daya (Resources Management).

- Proses Manajemen (Management Process).

- Sistem Dokumen {(Document System).

- Hasil Kerja (Performance Result).

Perencanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani (WBK/MWBBM). Zona Integritas merupakan miniatur
pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini
bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu
mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, bekinerja tinggi dan
memberikan pelayanan publik yang berkualitas.Pembangunan Z| di Pengadilan
Tinggi Bengkulu mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor 58/KMA/SK/N/2019 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan

dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan, sebagai berikut:

a.

One Day Publish, yaitu menayangkan putusan secara cepat dan mengupload
putusan ke website satu hari setelah diputus sesuai Maklumat KMA tanggal 22
Mei 2012 tentang One Day Publish sehingga putusan dapat diakses secara
online oleh masyarakat.

Peningkatan pengiriman salinan putusan perkara ke Pengadilan pengaju tepat
waktu.

Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat
Diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Manna.

Arahan kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Manna yang diambil

didasarkan pada arah kebijakan dan strategis Mahkamah Agung dan Pengadilan

Tinggi Bengkulu, yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, maka
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Pengadilan Negeri Manna sesuai dengan visinya untuk “Mewujudkan Pengadilan

Negeri Manna Yang Agung”, dan sesuai fungsi dan tugas pokok dalam penyelesaian

perkara, Pengadilan Negeri Manna menetapkan sasaran strategis, yaitu:

il

Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui
proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Masing-masing sasaran memiliki kebijakan dalam rangka mewujudkan

sasaran yang ditetapkan tersebut. Pengadilan Negeri Manna menetapkan arah dan

kebijakan dan strategi, sebagai berikut:

1.

Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan
Akuntabel Untuk Mewujudkan Sasaran Proses Peradilan Yang Pasti,
Transparan Dan Akuntabel.
Arah kebijakan yang diambil adalah peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas
pelayanan publik. Untuk mewujudkan sasaran proses peradilan yang pasti,
transparan dan akuntabel arah kebijakan yang diambil adalah peningkatan kinerja
dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
a. Peningkatan Kinerja
Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan system manajemen
perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan
dapat memperoleh kepastian hukum. Tujuan yang ingin dicapai adalah
peningkatan penyelesaian perkara, kualitas putusan yang dapat diterima para
pihak, asas kemanusiaan dan peningkatan layanan kepada masyarakat. Kinerja
sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses
peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja
bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi

peningkatan kinerja :

- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin
berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa
keadilan masyarakat.

- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan {SOP) sesuai bidangnya.
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- Dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai
untuk meningkatkan kinerja.

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan

yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak
dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.

-~ Mekanisme survey kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan dan
penilaian masyarakat atas layanan pengadilan

- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan
publik.

. Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Mahkamah

Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian

Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat)

lingkungan Peradilan, dan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian

Salinan dan Petikan Putusan. Selain jangka waktu penyelesaian perkara maksimal

5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi perkara, juga harus menyampaikan

salinan dan Petikan Putusan secara tepat waktu, yaitu 14 (empat belas) hari sejak

putusan diucapkan. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas kebijakan
tersebut terdapat laporan perkara secara rutin baik perkara yang masuk, putus
dan selesai.

Dalam rangka efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada Pengadilan

Negeri Manna, kebijakan yang diambil diantaranya:

a. Percepatan penyampaian dan salinan putusan kepada para pihak
Sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan
Petikan Putusan bahwa untuk perkara Perdata harus menyediakan salinan
untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan.
Karena salinan putusan dalam perkara perdata dikenakan biaya PNBP, maka
penyampaian salinan putusan harus atas permintaan pihak yang bersangkutan.
Sedangkan untuk salinan putusan perkara Pidana, Pengadilan wajib
menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja
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sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa/ Penasehat Hukumnya, Penyidik
dan Penuntut Umum, kecualai uniuk perkara cepat diselesaikan menurut
ketentuan KUHAP.

b. Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi dan pelaksanaan proses
diversi bagi perkara anak, merupakan salah satu proses penyelesian sengketa
dan perkara anak yang leih cepat dan murah serta dapat memberikan akses
yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang lebih
memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

¢. Pemanfaatan Teknologi Informasi Optimalisasi pemanfaatan Teknologi infomasi
dalam pengelolaan admimistrasi perkara di pengadilan melalui aplikasi SIPP
(Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dapat meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pengelolaan perkara. Adanya e-court semakin memudahkan dalam
Pendaftaran Perkara Secara online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya
Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang
dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara
Elektronik.

3. Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan

Terpinggirkan.

Arah kebijakan untuk meningkatkan akses terhadap peradilan di wilayah

Pengadilan Negeri Manna adalah dengan Posbakum dan Pembebasan Biaya

Perkara:

a. Posbakum.
Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) disediakan di Pengadilan Negeri
Manna untuk membantu masyarakat dan tidak ada kemampuan membayar
advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak
pencari keadilan diluar persidangan. LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Bhakti
Alumni UNIB yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Manna dalam
program Posbakum ini telah secara rutin mengirimkan personil untuk piket di
Pengadilan Negeri Manna setiap hari dari Senin hingga Jumat.

b. Pembebasan biaya perkara/ prodeo.
Program pembebasan biaya perkara kepada masyarakat merupakan solusi
bagi masyarakat tidak mampu untuk bisa berperkara di pengadilan, karena
masyarakat terbantu dalam hal pembiayaan perkara. Biaya tersebut
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dibebankan kepada anggaran APBN yang tertuang dalam DIPA (Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran),, namun baru pada Tahun Anggaran 2024 Pengadilan
Negeri Manna direncanakan mendapat anggaran untuk kegiatan prodeo, oleh
karena itu pelaksanaan pembebasan biaya perkara ini sepenuhnya tergantung
pada kebijakan pimpinan pengadilan.

4. Sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Indikator dari sasaran ini adalah seberapa banyak putusan perkara ditindaklanjuti,
dalam hal ini adalah eksekusi. Salah satu wujud kepatuhan terhadap putusan
pengadilan adalah segera dipatuhinya putusan pengadilan tersebut cleh pihak
yang
kalah secara hukum, tanpa harus ada tindakan paksa dari pengadilan untuk
menjalankan putusan pengadilan atas dasar permohonan eksekusi dari pihak
pemenang. Dan jika ada permohonan kepada pengadilan untuk melaksanakan
eksekusi, maka perkara ini menjadi beban pengadilan untuk segera
menyelesaikan
perkara eksekusi tersebut. Arah kebijakan penanganan perkara eksekusi pada
Pengadilan Negeri Manna diarahkan pada inventarisasi kembali perkara eksekusi
yang belum ada tindak lanjut dari pihak pemohon atau termchon untuk kemudian
disurati kembali mengenai perkara eksekusi yang diajukan.

3.4 Kerangka Regulasi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara diberi amanat
untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum
nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan
hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional
Jangka Menengah RPJMN adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam
berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme
aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan
nasicnal. Dalam  melaksanakan program  prioritas pemerintah  maka
kementerian/lembaga harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai
instrument guna pencapaian sasaran keiembagaan. Kerangka regulasi merupakan
perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan
mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai
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tujuan bernegara. Pengadilan Negeri Manna sebagai salah satu lembaga peradilan
yang merupakan instansi vertikal dibawah Mahkamah Agung juga harus menetapkan
kerangka regulasi. Penetapan kerangka regulasi Pengadilan Negeri Manna ini tentu

akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah

kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

: q Arah Kebijakan Arah Kerangka Kebutuhan Penanggung
SugoStenis 2020-2024 Regulasi Regulasi Jawab
Peningkatan - Penyederhanaan - Peningkatan - Pembuatan - Ketua
Penyelesaian proses kapasitas SK Pengadilan
Perkara berperkara, hakim tentang Negeri;
- Penguatan akses pada peningkatan - Panitera.
pada keadilan, Pengadilan kapasitas
- Modernisasi Negeri Manna, hakim.
manajemen - Koordinasi - Instruksi
perkara. yang baik untuk tentang
- Penataan ulang meminimalisir langkah-
organisasi sisa perkara langkah
manajemen pada akhir penanganan
perkara. tahun, perkara akhir
- Paldksanaarn - Pelaksanaan tahun,
Sistern Peradilan sistem pidana - SK tentang
Pidana terpadu. Eeradilan anak ggI?ksanaan
an istemn
Sistom Poradian | - pelaksanaan | peradian
Pidana Anak sistem pidana anak
peradilan
pidana terpadu.
Optimalisasi - Peningkatan - Implementasi - 8K - Ketua
Manajemen penyelesaian SK pelaksanaan Pengadilan
Peradilan perkara, KMA tentang posbakum:. Negeri;
Umum. - Peningkatan percepatan - instruksi - Panitera.
efektifitas penyelesaian pelaksanaan
pengelolaan perkara, peningkatan
penyelesaian - Optimalisasi pelayanan
perkara, pelaksanaan publik.
- Peningkatan posbakum. - instruksi
aksesibilitas - Peningkatan percepatan
masyarakat pelayanan penyelesaian
terhadap publik. perkara.
peradilan, - pelaksanaan
- Peningkatan sosialisasi/
kualitas SDM. pelatihan
Peningkatan Peningkatan Landasan hukum Instruksi dan Ketua
Kapabilitas efektifitas kinerja Peningkatan sosialisasi Pengadilan
Aparatur/ SDM. | aparatur teknis dan kualitas aparatur Pelaksanaan Negeri.
non tenis peradilan. | peradilan bidang Peraturan
teknis dan non Mahkamah
teknis yudisial Agung
serta administrasi tentang kualitas
umum. aparafur
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o Arah Kebijakan Arah Kerangka Kebutuhan Penanggun

b L 2020-2024 Regulasi Regulasi et

peraditan

bidang teknis dan

non teknis

yudisial

serta administrasi

umum.
Peningkatan Optimalisasi landasan hukum tnstruksi dan Ketua
Dukungan pemanfaatan tata kelola sosialisasi Pengadilan
Manajemen dan | teknologi informasi, | optimalisasi peraturan tentang | Negeri.
Pelaksanaan peningkatan teknologi tata kelola
Tugas Teknis kualitas sumber informasi dan optimalisasi
Lainnya MA daya manusis; peningkatan teknologi

kualitas aparatur informasi
peradilan.
Sarana dan Peningkatan sarana | Landasan hukum Dokumen -Ketua
Prasarana. dan prasarana kebutuhan sarana perencanaan Pengadilan
pendukung Kinerja dan prasarana kebutuhan sarana Negeri
aparatur kinerja aparatur dan prasarana - Sekretaris

kinerja aparatur

3.5 Kerangka Kelembagaan

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal
24 ayat 1
Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan-badan

Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen). Kekuasaan
peradilan lain di bawah Mahkamah Agung R.l. yaitu: Peradilan Umum, Peradilan
Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama serta Mahkamah Konstitusi
(Pasal 24 ayat 2 Undang- Undang Dasar 1945).

Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada
Badan-Badan Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer,
Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi
dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili seria
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai Pasal 2 Ayat (1), jo
Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2). Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana
kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2
Undang-Undang No. 2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang,
memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan
perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1986).
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Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat
tentang Hukum kepada Instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta (Pasal
52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986), selain menjalankan tugas pokok,
Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan
undang-undang. Pengadilan Negeri Manna merupakan Instansi Vertikal di bawah
Mahkamah Agung RI yang berkedudukan di Kota Manna, Kabupaten Bengkulu
Selatan, yang mempunyai tugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat
Pertama dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Manna dibantu Wakil Ketua
Pengadilan Negeri, Hakim Tingkat Pertama, Panitera, Sekretaris, Kepala Bagian
Umum, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Juru Sita, Juru
Sita Pengganti dan Pegawai Pengadilan Negeri Manna.

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Manna berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, sebagai berikut;

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MANNA

KETUA

HAKIM-HAOM g
WAKIL KETA
v
PANITERA SEKRETARIS
\ 2 )\ v \ 4 L 4 i
PANITERA MUDA BAMITERA MLDA PANITERA MUDA KA. SUB. BAB KA. SUE. BAG KA. SUE. BAR
PIDANA PERDATA HUIKUM PIIR KEPEGAWAIAN UUMUM & KEL
& ORTALA
STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF
A 4 h 4
KELOMPOX JABATAK FUNGSITPRAL KELOMPOK JABATAK FUNGSIORNAL
A. PANITIRA PENEBANTI . FUNBSIONAL ARSIPARIS
. JURL SITA/ SITA B.  FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
PENBGANTI E.  FUNGSIONAL PRANATA
L. PRANATA PERADILAN KOMPLITER
. FLNGSIONAL BENDAHARA
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Manna
memiliki 4 program yang akan dilaksanakan, yaitu :
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.
Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna
dengan sasaran program dan indikator program, sebagai berikut:

Tabel 1 TerwujudnyaProses Peradilanyang Pasti. Transparandan Akuntabel

e SASARAN TARGET
0
Uraian Indikator kinerja 2020 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | Terwujud a. Persentase sisa 100% | 100% | 100% | 100% 100%
nya Proses | perkaraperdatayang
Peradilan diselesaikan.

yang Pasti, | b.Persentasesisaperkara | 1009% | 100% | 100% | 100% | 100%
Transpara, pidana yang diselesaikan.
dan Pidana.

Akuntabel. c. Persentase 100% | 100%
Perkara Perdata 100% | 100% | 100%
yang diselesaikan
tepat waktu.

d. Persentase 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Perkara Pidana yang
diselesaikan tepat
waktu.

e. Persentase perkara 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
yang tidak
mengajukan upaya
hukum Banding,

f. Persentase perkara 90 %
yang tidak 90 % 90 % 90 % 90 %
mengajukan upaya
hukum Kasasi.

g. Persentase perkara yang | 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
tidak mengajukan upaya
hukum PK.

h. Persentase perkara
pidana yang diselesaikan 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %

dengan Diversi

i. Index Kepuasan A% [ 900% 90 % 90 % 90 %
Pencari Keadilan

j. Jumlah putusan - - 10% 10% 10%
yang menggunakan
pendekatan
keadilan

restoratif
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2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna

dengan sasaran program dan indikator program, sebagai berikut:

Tabel 2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No

SASARAN

TARGET

Uraian

Indikatorkinerja

2020

2021

2022

2023

2024

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan

a.

Persentase Salinan
Putusan Perkara Perdata
yang dikirim kepada
Para Pihak tepat waktu.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Penyelesaian b.

Perkara.

Persentase Salinan
Putusan Perkara Pidana
yang dikirim kepada Para
Pihak tepat waktu.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Persentase Perkara yang
Diselesaikan Melalui
Mediasi.

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

Berkas
yang

Persentase
Perkara
Dimohonkan  Banding,
Kasasi, dan PK yang
Diajukan Secara Lengkap
dan Tepat Waktu.

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Putusan
Perkara yang Menarik
Perhatian Masyarakat
vang Dapat Diakses
Secara Online dalam
Waktu 1 Hari Setelah
Putus.

100%

100%

100%

100%

100%

3. Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna

dengan sasaran program dan indikator program, sebagai berikut :

Tabel 3 Peningkatan Akses Peradilonbagi Masyarokat Miskin dan Terpinggirkan.

SASARAN TARGET
LA Uraian Indikatorkinerja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
3 Peningkatan a. Persentase
Akses Peradilan perkara prodeo 0% 0% 0% 0% | 100%

bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan.

yang diselesaikan.
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SASARAN

TARGET

i Uraian

Indikatorkinerja

2020

2021

2022

2023

2024

. Persentase

perkara yang
diselesaikan diluar
gedung
Pengadilan.

0%

0%

0%

0 %

100 %

. Persentase

pencari
keadilan
golongan
tertentu
yang
mendapat
layanan
bantuan

hukum
(Dnchalrriml

100 %

100%

100%

100%

100%

4. Peningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna

dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Tabel 4 PeningkatnyaKepatuhanTerhadapPutusan Pengadilan.

SASARAN TARGE
N T
: Uraian Indikator kinerja | 2020 2021 | 2022 | 2023 | 2024
4, Peningkatnya Persentase
Kepatuhan putusan perkara | 50 % 25% | 25% 25% | 25%
Terhadap Putusan perdata yang
Pengadilan ditindaklanjuti

(dieksekusi)

Ada 3 (tiga) Program Penganggaran Mahkamah Agung untuk Badan

Peradilan Umum:

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung.

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan
hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam
memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya,
pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan, maka dari
itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
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teknis lainnya. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis.

Adapun kegiatan-kegiatan pokok dalam Program ini diantaranya:

a. Pengelolaan Infrastruktur IT.

b. Pengelolaan administrasi Keuangan.

¢. Pengelolaan administrasi Kepegawaian.

d. Pelaksaaan administrasi tata persuratan.

e. Pengelolaan Administrasi Perlengkapan.

f. Pengelolaan Administrasi Perencanaan.

g. Pengelolaan Administrasi Kerumah Tanggaan.

Tabel Kebutuhan Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Mahkamah Agung untuk Pengadilan Negeri Manna:

Tahun Anggaran

L 2020 2021 2022 2023 2024

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (juta)

Dukungan 3.876.015.000 | 4.290.659.000 | 4.333.426000 | 10.311.477.200 | 10.311.477.200
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya
Mahkamah
Agung.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Peningkatan sarana dan prasaran aparatur diharapkan dapat memenuhi
kebutuhan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Manna dalam mendukung
pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Manna dalam menegakkan supremasi
hukum dan keadilan. Sarana dan prasarana yang baik terkait langsung dengan
fungsi pengadilan maupun untuk kebutuhan aparatur Pengadilan. Pada awal Tahun
2020, telah diadakan rapat guna menyusun kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk
tahun 2020-2024. Dengan adanya perencanaan diawal, semua kebutuhan itu akan
secara bertahap dapat terlaksana. Dalam hal pelaksanaan program ini, Pengadilan
Negeri Manna selalu memperhatikan APBN yang sangat terbatas, sehingga aspek
efektif dan efisien menjadi tolak ukur utama dalam perencanaannya.
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Tabel Kebutuhan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung untuk Pengadilan Negeri Manna:

Program Tahun Anggaran
2020 2021 2022 2023 2024
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

Peningkatan 997.298.000 972.673.000 1.052.940.000 1.386.911.000 1.386.911.000
Sarana dan
Prasarana
Aparatur.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program
untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib

administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.

Tabel Kebutuhan Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum untuk
Pengadilan Negeri Manna

Tahun Anggaran
SRgerEI 2020 2021 2022 2023 2024
(Rp) (Rp} (Rp) (Rp) (Rp)

Peningkatan 52.080.000 50.070.000 51.574.000 51.574.000 51.574.000
Manajemen
Peradilan
Umum.
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BAB IV
PENUTUP

Rencana strategis Mahkamah Agung tahun 2020-2024 disusun dengan
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024,
Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap tahun 2020-
2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga
diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja Tahunan Mahkamah Agung. Selain itu penyusunan
rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan
sosial yang berkembang di Indonesia.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Manna tahun 2020-2024 diarahkan
untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan
lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.
Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik- titik
lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan
dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasitkan dan out
come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Manna harus terus disempurnakan dari
wakiu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan
perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola
kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang
dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan
Negeri Manna memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian
arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun, yaitu 2020-2024, sehingga visi
dan misi Pengadilan Negeri Manna dapat terwujud dengan baik.

4 Januari 2023

/}{:eﬁ\“ gadllan Negeri Manna

| l:_;"\: .?,;: ‘\Cokﬂa ﬁ% Pontia O, S.H., M.H.
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LAMPIRAN
MATRIK RENSTRA
TAHUN 2020-2024

¢ Rapat reviu [KU dan Renstra 2020-2024
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PENGADILAN NEGERI

MANNA KELAS I
Jalan Affan Bachsin No. 109 Manna Nomor Dokumen wa.u3/ { PNMna/ 1/
Telp: 0739-21036/22894 2023

Email : office@pn-manna.go.id
Web : hitp://www.pn-manna.go.id

RAPAT MONEV PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP, REVIU IKU DAN REVIU RENSTRA

HARI/ TANGGAL RAPAT Selasa, 3 Januari 2023 -
i DAFTAR HADIR i

LOKASI RAPAT Ruang MC Pengadilan Negeri Manna UNDANGAN
) | DOKUMENTASI
MULAI WAKTU RAPAT 08.30 WIB sid selesai " INTERNAL MEMO
1 Monev Penyusunan Dokumen Sakip Beri tanda berikut
2 ReviulKU

POKOK BAHASAN RAPAT
3 Reviu Renstra

PIMPINAN RAPAT 1 Cokia Ana Pontia O, SH., MH.

MODERATOR

NOTULEN 2 Reni Kumalasari

Pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 pukul 08.30 WIB, di Ruang MC Pengadilan Negeri Manna diadakan rapat
monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Sakip, Reviu IKU, dan Reviu Renstra oleh Ketua Pengadilan Negeri
Manna dengan diikuti cleh Tim Penyusunan Dokumen Sakip. Rapat tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh

Ketua Pengadilan Negeri Manna.
Adapun pembahasan yang dilakukan pada rapat tersebut, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
Penyusunan Dokumen Sakip, Reviu IKU, dan Reviu Renstra, antara lain:
Kondisi :
- Periu untuk melakukan penyusunan dokumen SAKIP:
- Perlu unfuk me Reviu IKU dan Reviu Renstra:
Kriteria :
SK Sekma Nomor 173/SEK/SK//2022 tentang Penetapan KU Pada Pengadilan Tingkat Banding dan
Pengadilan Tingkat Pertama.



Sehab :
- Penyusunan Dokumen SAKIP untuk Tahun 2023 akan dilaksanakan, sehingga periu untuk menyesuaikan
kembali dengan indikator kinerja utama yang termuat dalam SK Sekma tersebut;

Akibat :
Dokumen IKL, RENSTRA, dan LKJIP disusun berdasarkan hasil reviu IKU dan Renstra tersebut

Rekomendasi :
- Tim penyusunan Dokumen SAKIP segera menindaklanjuti hasil rapat reviu tersebut;
- Tim segera memperbaharui Dokumen SAKIP

Kemudian, pada pukul 09.30 WIB rapat di tutup oleh Ketua Pengadilan Negeri Manna.

DIBUAT NOTULEN DIPERIKSA DISAHKAN
NAMA LENGKAP & TTD NAMA LENGKAP & TTD

Reni Kumalasari. Zulmahri, SH.

-
W TANDA &~ < S —
TANGAN

NAMA LENGKAP Cokia Ana Pontia O, SH., MH.




Nomaor WB8.U3/  /PNMna/2/2023

PENGADILAN NEGERI

MANNA KELAS 1

Jaian Affan Bachsin No. 102 Manna .
Telp: 0730-21036/22894 Disahkan oleh

Email : office@pn-manna.go.id

Web : hitp://www . pn-manna.go.id Ketua Pengadilan Negen Manna

Kelas Il :
DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal Celasa, % danuas 2043

Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Negeri Manna

Agenda : Rapat.Monev dan Penyusunan SAKIP Pada Pengadilan Negeri Manna

NO NAMA JABATAN TANDA
TANGAN

1. | COKIA ANA PONTIA O. SH.MH KETUA :{.\L____y
2. | AMELIA PUTRINA LUMBANTOBING, SH HAKIM \\V/
3. | ZULMAHRI, SH PANITERA %
4. | AVIF PATUH RAHMAN, S.Kom SEKRETARIS [ '
5. | MIRZAN EPENDI, A.Md _ PANMUD PIDANA / /
6. | ETRIO JUNAIKA, SH PANMUD HUKUM % -
7. | TRI SULISIONO, SE. SH PANMUD PERDATA / % ,
3. | SALEHAN, SE Pit. KASUBBAG PTIP 5 [4




DOKUMENTASI RAPAT MONITORING EVALUASI DAN PENYUSUNAN
LAPORAN SAKIP TAHUN 2023 PADA PENGADILAN NEGERI MANNA

MEDIA CENTER
| PENGADILAN NEGER HANNA
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MATRIKS RENSTRA 2020-2024

Tufuarn Sasaran Strategis
Target Target
M Uralan Indikator Jangka Uralan Indikator Frogram Heglatan :;ulikator Target P
egiatan
Menengah 2020 201 2022 2023 2024
1. | Terwujudnya Persentase Terwujudnya 1. Persentase Sisa 100% 100% 100% - - Penyelesaian Peningkatan Jumlah sisa 700 262,500.000
Proses sisa perkara 100% proses Perkara perkara Penyelesaian perkara  yang perkara
Peradilan perdata dan peradilan PerdataYang Perkara diselesaikan
yang pasti, pidana yang yang pasti, Diselesaikan
transparan, diselesaikan {ransparan,
dan Akuntabel. dan akuntabel | 2. Persentase Sisa | 100% | 100% | 100% - -
Perkara Pidana
Yang
Diselesaikan
Presentase 100% 3. Persentase 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah perkara
perkara Perkara Perdata yang
perdata  dan dan pidana yang diselesaikan
pidana yang diselesaikan tepat wakiu
diselesaikan tepat waktu
tepat waktu
Persentase S0% 4. Persentase Program Tersefenga Jurnlah
perkara perkara yang 90% 0% 80% 90% 20% Peningkatan ranya perkara,
Yang tidak tidak Manajemen | Penyelesaian Yang
Mengajukan raengajukan Peradilan perkara yang | diselesalkan
upaya upaya hukum Umum sederhana dan tidak
hukurm: banding, kasasi, Tranparan dan | mengajukan
-Banding PK. Akuntabel upaya
-Kasasi dilingkungan hukum,
-PK Peradilan
wmum.
b, Persentase Peningkatan Peningkatan | Jumlah perkara
Persentase 10% Perkara Pidana Anak 10% 10% 10% 10% 10% Manajemen Manajemen | anak yang
Perkara yang Diselesaikan Peradilan Peradilan diselesaikan
Pidana Anal dengan Diversi. Umum. Urnesn. dengan diverst
yang
Diselesaikan
dengan
Diversi.
Indeks 6.Indeks responden
kepuasan pencari Keadilan 90% a0% 90% 90% 90% Indeks  survey
pencari yang puas terhadap kepuasan
keadilan. layanan peradilan. masyarakat
Jumlzh 10% 7. Jumlah putusan - - 10% 10% 10% Jumlah putusan
putusan yang yang menggunakan yang
menggunakan menggunakan
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Tujuan Sasaran Strategls
) Target Target
48 Uraian Indikator Jangka Uralan Indikator Program Kegiatan ;l:gﬂi‘:tt:r: Target i
Menengah 2020 2021 2022 2023 2024
pendekatan pendekatan keadilan pendekatan
keadilan restoratif, keadilan
restoratif. restoratif
2. | Terwujud nya Persentase 100% Peningkatan 1. Persentase ist 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah putusan 700 52.500.000
Penyederha perkara yang Efektivitas putusan yang Peningkatan Peningkatan perkarayang perkara
naan prases diselesaikan Pengelolaan diterima oleh para Manajemen Manajemen disampaikan
penangan tepat wakiu, Penyelesaian pihak tepat wakiu, Peradilan Peradilan secara  tepat
perkara Perkara. Umum. Umum, waktu
melalui
pemanfaatan
Teknologi
Informasi. Persentase 25% 2. Persentase 10% 10% 25% 10% 10% Persentase
perkara yang perkara yang perkara yang
diselesaikan diselesaikan diselesaikan
melalui melalui mediasi. melalui mediasi
mediasi
3.Persentase berkas Persentase
Persentase 100% perkarayang 100% 100% 100% 100% 100% berkas perkara
berkas perkara diajukan banding, yang diajukan
yang diajukan kasasi dan PK banding, kasasi
banding, secara lengkap dan PK secara
kasasi dan PK dan tepat waktu lengkap dan
secara tepat waktu.
tengkap dan
tepat waktu,
Persentase 100% 4.Persentase 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Jumlah perkara
putusan putusan perkara yang menarik
perkara yang yang menarik perhatian
menarik perhatian masyarakat
perhatian masyarakat yang yang dapat
masyarakat dapat diakses diakses
yang dapat secara online secaraonfing
diakses secara dalam waktu 1 dalam waktu 1
onkne dalam hart setetah hari setefah
wakiu 1 hari diputus. diputus.
setelah
diputus.
Peningkatan Persentase 100% 5,Persentase 100% | 108% | 100% | 100% | 100% Persentase
Efektivitas Salinan Salinan Putusan Salinan
Pengeiclaan Putusan yang Perkara Perdata Putusan
Penyelesaian | disampaikan yang disampaikan Perkara
Perkara ke Para Pihak ke para pihak Perdata yang
{epat wakiu tepat waktu. disampaikan ke
para pihak
tepat waktu.
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Tujuan Sasaran Strategis
Target Target
N Uralan Indikator Jangka iratan Indikator Program Kegtatan Egg‘?:::; Target e
Menengah 2020 0 2022 2023 2024 v
100% 6.Persentase 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Persentase
Salinan Putusan Salinan
Perkara Perdata Putusan
yang disampaikan Perkara
ke para pihak Perdata yang
tepat waktu. disampaikan ke
para pihak
tepat waktu,
3. Terwujudnya Persentase 100% Peningkatan 1. Persentase 0% 0% 0% 0% 100% | Peningkatan Peningkatan Jumlah perkara 3 perkara 2.010.000
Pefayanan perkara yang Akses perkara Manajemen Manajemen yang
Peradilanbagi diselesaikan Peradilan prodeoyang Peradilan Peradilan diselesaikan
Masyarakat melalui bagi diselesaikan, Umum Umum melalui
Miskindan pembebasan Masyarakat pembebasanbia
Terpinggirkan biaya Miskin dan va perkara.
perkara/ Terpinggirkan
prodeo.
Persentase 2. Persentase 0% 0% 0% 0% 100% | Peningkatan Penyelesaian Jumlah 1 perkara 1.900.000
perkara yang 100% perkara yang Manajemen perkara diluar | perkara yang
diselesaikan diselesaikan Peradilan gedung diselesaikan
diluar gedung diluar gedung Umum pengadilan melaiui
Pengadilan. Pengadilan, sidang diuar
gedung
Pengadilan.
Persentase 3, Persentase Peningkatan Peradilan Jumlah 60 bulan 120.000.000
pencari 100% pencazi  keadilan | 100% 100% 100% 100% 100% | Manajemen umum  yang | Layanan
keadilan golongan Peradilan diselesaikan Pos bantuan
golongan terientuyang Umum melalui hukum,
tertentu  yang mendapat layanan pembebasan
mendapat bantuan  hukum biaya perkara
leyanan {Posbhakumy}. Pos Bantuan
bantuan Hukum
hukum
(Posbakum},
4. | Peningkatnya Persentase 25% Peningkataya Persentase 50% 25% 25% 25% 25% Peningkatan Peningkatan Jumijah 10 -
Kepatuhan putusan Kepatuhan putusan perkara Manajemen Manajemen penyelesaian perkara
Terhadap perkara Terhadap perdatayang Peradilan Peradilan perkarayang
Putusan perdata yang Putusan ditindaklanjuti Urmum. Umum. sederhana
Pengadilan difindaklanjuti Pengaditan, (dieksekusi}, trazsparan dan
{disksekusi) akuntabel
Program Pembinaan Peningkatan 60 bulan
Dukungan Administrasi kuslitas layanan.
Manajemen dan pengawasan
dan Pengeloiaan
Pelaksanaan Keuangan
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Strategls

Tujuan Sasaran
Target Target :
Uraian Indikator Jangka Uralan Indikator Program Keglatan :2:9‘:‘:::; Target e

Menengah 2020 2021 2022 | 2023 | 2024
TugasTeknis BadanUrusan peningkatan
Lainnya Administrasi. kualitas sumber
Mahkamah daya manusia.
Agung.
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